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ABSTRAK

Selama 5 tahun (dari tahun 2014-2018) pemerintah Kota Yogyakarta telah
melaksanakan ~moratorium  (pengendalian pembangunan hotel) dengan
mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 yang diperbaharui
dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian
Pembangunan Hotel. Selanjutnya pada akhir tahun 2018 pemerintah telah membuat
dan mengeluarkan peraturan pengendalian hotel baru, yaitu Peraturan Walikota
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Namun
Peraturan ini justru berisi pencabutan moratorium yaitu pada kondotel, hotel
bintang 4 dan 5, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang memang berisi tentang
larangan perizinan pendirian hotel. Dari hal tersebut maka perlu diketahui mengapa
peraturan walikota nomor 85 tahun 2018 tentang pengendalian pembangunan hotel
justru memberikan izin kepada pembangunan hotel bintang 4 dan 5 serta kondotel?
Apakah dari peraturan tersebut mempunyai syarat khusus mengenai perizinan?

Penelitian ini akan dikaji menggunakan metode yuridis empirik dengan
pendekatan diskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Kebijakan
Publik dan Teori Perizinan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara
mendalam dengan pihak dinas penanaman modal dan perizinan selaku pelayanan
administratif pemerintah.

Hasil yang ditmukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan evaluasi
kebijakan yang dilakukan pemerintah kurang maksimal. Aspek pengawasan
pembanguan hotel yang dikhususkan yaitu kondotel dan hotel bintang 4 dan 5
setelah pencabutan moratorium juga tidak dilakukan evaluasi berkelanjutan. Dalam
hal perizinan pemerintah tidak menambahkan izin khusus, masih berpatokan pada
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan
Gedung vyang selama Dbeberapa tahun terakhir kurang efektif dalam
pengaplikasianya dan beberapa kali menimbulkan konflik dalam masyarakat. Bisa
dilihat dari adanya aksi_masyarakat dan Kritik dari Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHTI) yang mempersoalkan keberpihakan Pemkot Yogyakarta masih
terhadap-pemodal besar.

Kata kunci: Moratorium, Perizinan, Kebijakan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi Hukum di Indonesia idealnya
menjadi panglima untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat di sebuah
negara. Hukum bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman, perubahan pola kehidupan, kemajuan teknologi dan

kebutuhan masyarakat.

Dalam pandangan progesivisme hukum dijadikan sebagai alat untuk
mencegah timbulnya tindakan kesewenang-wenangan oleh suatu individu,
masyarakat dan negara. Hukum adalah untuk manusia sebab pada dasarnya manusia
bersifat baik dan memiliki kasih sayang. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri
sebagaimana hukum positif, melainkan untuk mencapai kesejahteraan dan

kebahagiaan manusia.*

Hukum progresif hanya berlaku dalam lingkup sosial-masyarakat sedangkan
dalam ruang lingkup bernegara, Indonesia mendasarkan pada hukum positif yang

berimplikasi pada peraturan tertulis. Thomas Aquinas berpendapat bahwa di dalam

11 Gede A.B Wiranata., Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya,
(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), him. 53



negara diadakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengatur, membatasi

tindakann pemerintah yang sedemikian rupa.?

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk
merumuskan sebuah aturan berupa Undang-Undang yang digunakan oleh setiap
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut dasar hukum otonomi daerah.”

Otonomi daerah selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah menjadikan daerah mempunyai kesempatan untuk
memajukan pembangunan di daerah ~masing-masing guna stabilitas laju
perekonomian daerah. Pembangunan merupakan suatu usaha sistematik dari unsur
pelaku usaha pembangunan, baik individu, pemerintah, swasta, ataupun kelompok
masyarakat. . Dimana. stakeholder, —pada . tingkatan . yang berbeda saling
ketergantungan dalam aspek sosial-ekonomi untuk kehidupan berkelanjutan. Di sisi
lain Indonesia perlu.kemajuan.infrastruktur dan ekonomi.dengan terbukanya pasar

bebas yang menyebabakan melebarnya peluang investor untuk menanamkan

2 Soehino, llmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2008), him. 61.



modalnya di Indonesia. Metode pelayanan satu pintu merupakan bukti bahwa

Indonesia mendorong investor untuk menanam saham.®

Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan,
penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan sumber daya manusia semakin cepat.
Namun dibalik sisi positif laju pembangunan memunculkan suatu kondisi buruk
terkait keberlangsungan sumber daya alam, karena laju pembangunan sarat akan
eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan realita
tersebut Indonesia harus memperkuat benteng untuk menghindari kemungkinan
buruk yang muncul akibat dampak pembangunan. Berupa pembuatan regulasi

Amdal dan seluruh aspek perizinan yang berkaitan dengan pembangunan.

Pasar bebas menyebabkan banyaknya perusahaan multinasional berinvestasi
untuk pembangunan di Indonesia. Tidak hanya di Ibu Kota negara, gencarnaya
investasi berambah di kota-kota besar Indonesia. Seperti Daerah Istimewa
Yogyakarta yang secara besar-besaran melakukan pembangunan di sektor
pariwisata. Berupa pembangunan perhotelan. yang,terjadi hampir diseluruh sudut

Kota Yogyakarta.

Tidak jarang penataan ruang perkotaan menimbulkan masalah sosial yang
berkepanjangan. Pembangunan peradaban kota besar berubah menjadi bencana

hebat (grand accident) yang berada di luar kontrol manusia.* Rencana tata ruang

3 David Kairupan, Aspek Hukum Penananman Modal Asing Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2013), him. 56.

4 Eko Budiharjo, Tata Ruang Perkotaan, (Bandung: Alumni, 1996), him. 11.



yang baik tidak selalu menghasilkan penataan yang baik, jika tidak didukung oleh
para pengelola perkotaan handal. Serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan

dan pengendalian pembangunan yang jelas.®

Sebagai daerah wisata pembangunan hotel menjadi kebutuhan mutlak bagi
D.l. Yogyakarta. Sehingga dalam prosesnya, pembangunan di D.l Yogyakarkarta
harus mempertimbangkan efektifitas pendayagunaan tanah. Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Recana Detail Tata Ruang Dan
Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 — 2035 menentukan keberhasilan
pembanguanan dan pendayagunaan tanah. Pembangunan tanpa tersedianya tanah
kiranya tidak mungkin karena tanah diperlukan sebagai sumber daya pembangunan.
Sebaliknya tanah tidak akan memberikan kemakmuran tanpa pembangunan, sebab
yang memberikan kemakmuran adalah kegiatan manusia di atasnya melalui
pembangunan. Oleh karena itu penatagunaan tanah terkait langsung dengan sistem

penyelenggaraan pembangunan.®

Pembangunan_yang_tidak ,sebanding, dengan- ketersediaan tanah di Kota
Yogyakarta menarik perhatian banyak kalangan. Pasalnya pembangunan
perhotelan memunculkan- persoalan sosial. Berupa konflik antara pengusaha
perhotelan dengan masyarakat sekitar. Menyikapi persoalan tersebut Pemerintah

Kota Yogyakarta mengeluarkan moratorium untuk mengendalikan pendirian hotel

5> Eko Budiharjo dan Sudaanti Harjohubono, Kota Berwawasan Lingkungan, (Bandung:
Alumni, 1993), him. 14.

& Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperhensif, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2012), him. 250.



dan apartemen di Kota Yogyakarta. Dari tahun Januari 2014 sampai Desember
2018 melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel. Walikota Yogyakarta memperpanjang izin
sementara pembangunan hotel mengingat perilaku bisnis perhotelan yang tidak
sehat serta lahan di Kota Yogyakarta semakin sempit karena tata ruang daerah
Yogyakarta merupakan kawasan perkotaan dengan susunan fungsi kawasan sebagai
pemukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, dan

pelayanan jasa sosial, serta kegiatan ekonomi.

Pasca peraturan pengendalian hotel berakhir pada desember 2018, pemerintah
Kota Yogyakarta kemudian mengeluarkan peraturan pengendalian hotel baru
khusus untuk hotel bintang empat (4), hotel bintang lima(5) dan guest house (home
stay) melalui Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian
Pembangunan Hotel. Menurut Heroe Poerwadi (wakil Walikota Yogyakarta
periode 2017-2021) data jumlah hotel maupun penginapan di Kota Yogyakarta
sudah mencapai 624, terdirl dari hotel bintang lima berjumlah 4, hotel bintang
empat berjumiah 14, hotel bintang tiga berjumah 30, ‘hotel bintang dua berjumlah
19, hotel bintang satu berjumlah 19, melatitiga berjumlah 29, melati dua berjumlah

43, melati satu berjumlah 314, dan losmen berjumlah 152.7

" “Pemkot Yogyakarta Cabut Moratorium Pembangunan Hotel Secara Terbatas”,
https://regional.kompas.com/read/2019/01/02/23534541/pemkot-yogyakarta-cabut-moratorium-
pembangunan-hotel-secara-terbatas, akses 5 April 2019.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu bagi penyusun mengangkat
penelitian berjudul “KEPASTIAN HUKUM IZIN BANGUNAN PASCA
DIKELUARKANNYA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 85 TAHUN

2018 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki beberapa pokok
permasalahan yang harus diselesaikan, untuk lebih tersistematika maka diperlukan
adanya rumusan masalah untuk membatasi pembahasan. Adapun rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1.  Mengapa Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel hanya memberikan izin terhadap
pendirian hotel bintang 4. dan 5 serta kondotel (homestay)?

2.  Bagaimana mekanisme perizinan pendirian hotel bintang 4 dan 5
menurut Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 Tentang

Pegendalian Pembangunan Haotel?

C. Tujuan Kegiatan

1.  Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan dalam
prosesnya, begitu pula dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai

penyusun dalam penelitian ini adalah:



a.  Untuk mengetahui sebab dan akibat dikeluarkanya moratorium
hotel baru yaitu Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018
Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Y ogyakarta

b.  Mengetahui terkait keselarasan pelaksanaan peraturan
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan
Zonasi Kota Yogyakarta dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Hotel. Sehingga
mayarakat dapat memahami dan menyikapi terkait kondisi
pembangunan hotel.

C. Melihat pembangunan hotel dari aspek pengawasan, aspek tata
ruang kota, dan aspek lingkungan. Mengingat adanya
pembangunan yang berdampak positif pada ekonomi juga harus

selaras dengan keberlangsungan lingkungan.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penutisan skripsi ini adalah:

a. , Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tentang
perizinan hotel, dampak positif dan negatif dari pembangunan, serta
keberlanjutan sumber daya alam bagi manusia. Selanjutnya penulis
juga mengharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan pengertian dan

pemahaman bagi pembaca mengenai mengenai mekanisme izin



bangunan pasca dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel,
serta dapat mengetahui terkait implementasi dan kendala-kendala

dalam pemberlakuan peraturan Pemerintah Daerah tersebut.

b.  Secara Praksis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat akhir masa
perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi untuk memenuhi
pengambilan gelar sarjana di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam
bidang perizinan. Bagi mahasiswa hukum, semoga penelitian ini dapat
dijadikan referinsi dan memberikann kontibusi terhadap kajian llmu Hukum

khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

D. Telaah Pustaka
Penelitian tentang bidang perizinan dan tata ruang perkotaan telah banyak
dituliskan. Termasuk diantaranya mengenai perizinan pembangunan hotel sebagai

berikut:

Pertama, oleh Novrizal Arifin dengan judul “Resistensi Masyrakat Terhadap
Pembanguan Hotel The Rayja di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu,
Jurnal, Fakutas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga 2017, tidak
diterbitkan. Jurnal ini terfokus pada pendapat masyarakat mengenai adanya

pembangunan hotel baru. Adanya kesadaran kolektif masyarakat yang mempunyai



kesamaan dalam tujuan yaitu mempertahankan sumber air. Dengan melakukan aksi
protes, petisi, demonstrasi, kampanye, dan perjuangan melalui jalur hukum di
Pengadilan Negeri (PN) Malang hingga Mahkamah Agung (MA).® Perbedaan
dalam skripsi ini adalah dalam metode penerapan teori dan sudut pandang yang
digunakan. Skrispsi peneliti lebih terfokus pada kebijakan baru pemerintah yang

dikaji dengan metode yuridis empirik.

Kedua, oleh Herry Iswanto berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Di
Bidang Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunnan Berwawasan Lingkungan
Hidup Di Kabupaten Sleman”. Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UGM, 2005,
tidak diterbitkan. Penelitian tersebut fokus kepada kebijakan pemerintah kabupaten
sleman dalam mengeluarkan peraturan yang menunjang pembangunan berwawasan
lingkungan serta kendala-kendala yang menghambat pembangunan.® Perbedaan
yang terdapat dalam karya ilmiah ini ada pada objek kajian dan peraturan. Objek
kajian peneliti terdapat pada kebijakan pemerintah mengenai peraturan baru
pengendaliann hotel yang masih kontroversial. Sedangkan dalam skripsi diatas

lebih pada kebijakan di hidang pertanahan,secara_umum.

Ketiga, oleh-Amirul-dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Di

Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014, tidak

8, Novrizal Arifin dengan judul “Resistensi Masyrakat Terhadap Pembanguan Hotel The
Rayja di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu,” Jurnal, tidak diterbitkan, Fakutas IImu
Sosial dan Politik Universitas Airlangga 2017.

® Herry Iswanto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Menunjang
Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”, Laporan Penelitian tidak
diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2005.
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diterbitkan. Fokus pada pemungutan pajak di Kota Yogyakarta.'® Perbedaan dengan
skripsi ini terletak pada kajian atau materi yaitu pemngungutan pajak di hotel.
Sedangkan  pembahasan peneliti adalah terkait perizinan hotel baru dan

mekanismenya.

Keempat, oleh Evy Dwi Nurmala dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas
Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap lzin Pembangunan Hotel Di Kota
Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan
Kalijaga 2015, tidak diterbitkan. Fokus pada meningkatnya pendirian hotel di Kota
Yogyakarta.** Skripsi ini hampir sama secara kajian yaitu pada peraturan walikota
di Yogyakarta. Hanya saja sudut pandang yang digunakan dan pendekatan berbeda.
Skripsi di atas menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan
peraturan-peraturan lain untuk melihat seberapa jauh efektifitas peraturan tersebut.
Sedangkan dalam skripsi peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan
melihat alasan-alasan timbulnya sebuah kebijakan yang kemudian disahkan dalam

peraturan walikota.

Kelima, oleh-Hari Sarjana Saputra dengan judul “Penegakan Izin Mendirikan

Bangunan-Bangunan Oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas

10 Amirul, “Pemungutan Pajak Hotel Di Yogyakarta”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.

1 Evy Dwi Nurmala, “Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap 1zin
Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
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Hukum Universitas Gajah Mada, 2010, tidak diterbitkan. Fokus pada penegakan
hukum terhadap peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas
Perizinan yang belum maksimal.*? Perbedaan skripsi ini terletak pada perizinan,
karena dalam skripsi di atas lebih terfokus pada penegakan persyaratan perizinan
mendirikan bangunan. Sedangkan yang skripsi peneliti mengkaji terkait alasan-
alasan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan seebuah kebijakan

mendirikan hotel baru dengan klaster tertentu.

E. Kerangka Teoritik
Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penyusun menggunakan

beberapa teori yang dijadikan landasan, dengan uraian sebagai berikut:

1.  Teori Kebijakan Publik

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan
yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Kebijakan publik
dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan
pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik,
ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Ruang lingkup
kebijakan publik sangatlah luas. Dilihat dari hirarkinya, kebijakann publik

dapat bersifat nasional regional, maupun local, seperti Undang-Undang,

12 Hari Sarjana Saputra, “Penegakan Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Oleh Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,
2010.



12

Peraturan  Pemerintah, Peraturan Pemerintah  Provinsi, Peraturan
Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.*®

Adanya peraturan terkait kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan
kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan asas diskresi
(freies ermessen). Dimana sebelum menjalankan peraturan kebijakan,
terlebih dahulu dikemukakan mengenai asas diskresi. Kedua hal tersebut
mempunyai perbedaan secara substansi dan arti secara definitif, namun
memiliki hubungan erat dalam lingkup kebijakan publik dan hukum
administrasi negara.

Asas diskresi (freies ermessen) sendiri merupakan merupakan suatu
kewenangan yang sah untuk ikut serta dalam kegiatan sosial guna
melaksankan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum dalam
tugasnya menyelenggarakan kepentingan umum. Hubunngan anatara kedua
substansi tersebut dapat digambarkan dalam suatu pernyataan bahwa asas
diskresi tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa eksistensi kebijakan.

Termuat dalam. ilmu Hukum Administrasi ‘Negara, asas diskresi ini
hanya diberikan kepada pemerintah atau pemangku kebijakan baik untuk
melakukan perilaku biasa' maupun perilaku hukum. Kemudian asas diskresi
ini diwujudkan dalam instrument yuridis yang tertulis menjadi peraturan

publik. Asas diskresi hanya diberikan kepada pemerintah, pemangku

3-4.

13 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20.09), him.
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kebijakan, atau administasi negara dan kewenangan pembuatan peraturan

kebijakan itu inheren pada pemerintahan (inherent aan het bestuur).'*

2. Teori Perizinan

Dalam melakukan tugasnya, instansi-instansi pemerintah, administrasi
negara melakukan perbuatann-perbuatan, baik yang bersifat yuridis (artinya
yang secara langsung mencipta akibat-akibat hukum) dan yang bersifat non

yuridis.®

Ada empat macam perbuatan-perbuatan hukum Administrasi Negara

masa kini, yaitu:

a.  Penetapan (Beschiking, administrative discretion);
b.  Rencana (Plan);
¢c.  Norma Jabaran (Concrete Normageving);

d. Legislasi Semu (Pseudo — wetgeving).'®

Perbuatan-perbuatan hukum ini akan menjadi alat analisis untuk

mengkaji ketetapan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

14 SF Marbun dan Moh Mahfud MD, Pokok-Pokok HukumAdministrasi Negara,
(‘Yogyakarta: Liberty, 2009), him. 46.

15 S. Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Seri pustaka lImu
Administrasi Negara V11, edisi revisi, 1994), him. 83.

18 1bid.



14

F.  Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan terrentu.’

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data dari lapangan.'®
Bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan
pengertian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku
yang dapat diamati.'® Peneliti akan melakukan observasi di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan untuk mengambil data dalam bidang perizian sebagai
acuan detail dari karya ilmiah guna melihat mengenai mekanisme izin
bangunan. Selanjutnya peneliti akan melihat keselarasan antara Peraturan
Walikota Kota Yogyakarta tentang Moratorium Hotel dengan Peraturan

Daerah tentang Tata'Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2009), him. 2.

18 SF. Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UlI
Press, 2002), him. 269-271.

19 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), him. 4.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan melihat
pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 Tentang
Pengendalian Hotel serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur
tentang perizinan pembangunan hotel, sedangkan pendekatan empiris untuk
melihat dan memahami kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya
pengendalian pembangunan hotel dengan meninjau efektifitas peraturan dari
dinas penanaman modal dengan melihat masalah yang diteliti menggunakan
asas-asas pemerintahan yang baik serta sesuai dengan kenyataan yang hidup

dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinnan

Kota Yogyakarta dan Masyarakat di sekitar hotel.

4, Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan
perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum
dalam praktek pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan pelaksanaan
Peraturan Walikota Yogyakrta Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian
Hotel, keselarasan peraturan tersebut dengan Peraturan Daerah tentang Tata
Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Peneliti akan menganalisis dan mengkaji
kebijakan-kebijakan tersebut dengan berpedoman pada hukum normatif,

peraturan perundang-undangan dan pendapat dari pakar atau ahli hukum.
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Kemudian Penyusun akan memberikan data dari penelitian lapangan sebagai

bahan evaluasi atas dikeluarkannya kebijakan.

5. Sumber Data
a.  Data Primer

Data primer atau dasar (primary data atau basic data) adalah data yang
diperoleh langsunng dari sumber pertama, yakni data dari kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan perilaku hukum dari masyarakat, melalui
penelitian lapangan.?® Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil

wawancara di lapangan. Sedangkan perincian dari data primer adalah:

b.  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan
merupakan bahan pokok, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjiann internasional
(traktat). Bahan baku primer bersifat otoritatif merupakan hasil dari perilaku

lembaga yang berwenang.

Bahan hukum ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum

primer terdiri dari:

1)  Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Sperjono Soekanto, pengantar Penelitiann Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2012), him.12.



2)

3)

4)

5)

6)
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Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahunn 2010 Tentang Rencana Tata Rumg Wilayah Provnsi Daerah
Istimmewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi Kota
Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota
Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel.

Bahan Baku Sekunder

Bahan baku sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai-bahan-hukum primer yang berupa buku-buku, teks, jurnal, artikel,

jurnal

ilmiah, makalah, koran, ensiklopedia laporan, atau hasil penelitian

nyag berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang kebijakan

pemerintah Kota Yogyakarta atau upaya Pengendalian Hotel menurut

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian

Pembangunan Hotel.

1)

Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data sesuai dengan pengertiannya adalah
prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang
diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan

masalah penelitian yang ingin dipecahkan.?! Dengan metode sebagai berikut:

2)  Observasi

Observasi dilakukan pertama kali sebelum penelitian, dengan
mendatangi Dinas Perizinan Kabupaten Sleman.
3) Wawancara

Wawancara dengan Narasumber Perwakilan dari Dinas Perizinan
Kabupaten Sleman dan beberapa Masyarakat yang hidup di linngkungan
hotel.
4)  Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis kualitatif, dimana data yang telah diperoleh dari hasil
penelitian akan dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas kebenarannya
sesuai_ dengan _ relevansi _terhadap . penelitian, kemudian _disusun secara
sistematis dan dikaji dengan metode campuran (induktif'dan deduktif) untuk

menjawab permasalahan yang diajukan.

2L Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him.174
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G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini, maka akan

lebih dulu dijelaskan dalam bentuk sistematika penulisannya berdasarkan bab:

Bab Pertama, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas landasan teori kebijakan publik dan teori dalam
bidang perizinan. Selanjutnya kajian mengenai sejauh mana pemerintah konsisten
dengan kebijakan yang dikeluarkan, khususnya dalam upaya penegendalian hotel
di Kota Yogyakarta.

Bab Ketiga, membahas tentag profil Kota Yogyakarta dan Dinas Perizinan
dan Penanaman Modal, serta landasan hukum perizian dan hal-hal yang terkait
dengan pendirian hotel.

Bab Keempat, analisis peraturan dan perizinan atas pelaksanaan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembangunan
Hotel. Dalam penanggulangan secara serius pengendalian pembangunan hotel di
Kota Yogyakarta yang‘cukup tinggi akibat pembangunan hotel serta efektifitas dan
implementasi kebijakan pencabutan moratorium hotel. Serta.membahas mengenai
perbandingan peraturan Walikota dengan peraturan sebelumnya.

Bab Kelima, merupakan kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh

penyusu



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul
Kepastian Izin Bangunan Pasca Dikeluarkanya Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Hotel, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal)
nomor 85 Tahun 2018 tentang pengendalian hotel terkesan tergesa-gesa tanpa
adanya evaluasi. Peraturan ini disahkan oleh pemerintah dengan alasan kekosongan
hukum pada tahun 2019 tentang pengendalian hotel. Kemudian alasan kedua yang
dibeberkann oleh dinas tentang lahan juga kurang masuk akal, karena lahan
bukanlah hal yang bisa diukur apalagi memalui jalur hukum. Logikanya adalah
apabila investor mempunyai kemampuan ekonomi untuk membeli sebidang tanah
sebagai prasyarat maka luas wilayah bukan menjadi sebuah masalah untuk
perizinan hotel bintang 4 dan 5. Artinya Perwal dalam hal penetapan klaster hotel
bintang 4 dan 5 ini belum cukup kuat untuk dijadikan alasan diperbolehkanya
pembangunan hotel. Kecuali dalam hal pembangunan kondotel yang secara fungsi

dan tujuannya adalah untuk persaingan usaha masyarakat jogja.

Kedua, Pelaksanaan Izin Mendirikan Banguan terdapat dalam Pasal 57
sampai dengan Pasal 72 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan

Gedung. Tetapi meknisme perizinan pasca keluarnya perwal nomor 8 tahunn 2018
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tentang pengendalian pembangunan hotel dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berisi tentang

diperbolehkannya klaster hotel bintang 4 dan 5 tanpa menambahkan alasan atau

mekanisme khusus melihat alasan diperbolehkannya pembangunan sarat akan

kepentingan investor dan terkesan keberpihakan pemerintah lebih besar terhadap

investor.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan pembelajaran yang penulis ambil dari penelitan ini, maka

penulis mengambil beberapa cacatan yang menjadi saran dari penulis, yaitu:

1.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta diharapkan
kedepanya lebih baik terkait peraturan yang berhubngan dengan
pembangunan hotel dengan memaksimalkan proses evaluasi dan
mengisi muatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata di
Kota Yogyakarta. Proses evaluasi dan muatan yang dimaksud adalah
mengenai detail pembuatan dan tujuan kebijakan yang jelas, agar
investasi yang dibuka kembali tidak memiliki celah yang dapat
menimbulkan Konflik persaingan usaha hotel dan_konflik masyarakat
dan pembangunan.

Dinas Perizinan dan Penanaman 'Modal diharapkan lebih transparan
dalam hal ihwal perizinan dan konsisten dalam proses pengawasan
perizinan syarat pembangunan hotel. Meningkatkan kualitas tugas
pokok dan fungsi pengawasan dalam hal sosialisasi terhadap

masyarakat atas pembangunan hotel. Karena meningkatnya kualitas
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pelayanan dan pengawasan perizinan bertujuan untuk kesejahteraan
masyarakat.

Masyarakat diharapkan lebih teliti dan aspiratif agar pemerintah juga
memahami keinginan dan harapan masyarakat terkait pembangunan
hotel guna terciptanya peluang ekonomi untuk kepentingan masyarakat
dan meminimalisir konflik yang terjadi akibat pembangunan.

Bagi penulis, penelitian ini dianggap kurang maksimal karena
penelitian hanya dilakukan terhadap pemerintah dan masyarakat.
Belum dilakukan penelitian lanjutan terhadap pihak investor atau
perhotelan membuat data yang diinginkan untuk penulisan skripsi ini

terbatas.
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